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	bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan delegasi Pasal 486 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
	bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu digunakan sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menangani tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu 
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